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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

ITOHOR 13 TAHUN 1998

TEHTAFG

RETRIBUSI IZII{ MET{DIRIKAH BAT{GUNAI

Dts}iGAI{ RAHHAT TUHAI{ YAHG HAHA ESA

i .r ' *!1,.
l

BUPATI KEPALA DABRAI{ TINGE+T 
.TTX'KUTAT,

i."''1 ^

a. bahwa berdasarkan pe€'1di{n lemerintah n.T. Nomor 20

Tahun 1992*I;;t""s R;ttllfisi ''Daerah sebagai peiaksana
undang-undang R.I: Nomor 18 Tahun L99'7 tentang Pajak
Ui"r"f, aan---netribusi Daerah, maka Ret::ibusi f zin
iendirikan Bangunan sebagaimana oiatur - dengan
peraturan paerai Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
l{omor I Tahun 1996 per}u disesuaikan;

b.bahwauntukmelaksanakanpenyesuaiansei:agaimana
dimaksuf, truruf a diatas, peilu menetapkan 1'eiribusi
izin Hendirikan Bangunan yang diatur daiam suatr:
Peraturan Daerah -;,

!i

.1. Undang-undang R.I' Nomor 27 .Tahun 195: tentang
penetapan u;dang-undang Darurat Nornor 3 Tahun 1953

t;;i;; pembentukan Daerah ringi<at 11 di l..alimantan
(Lembaran 

-ii.gi* R.I. Tahun 1b53 Nornor 9 i sebaqiai
Undang-undang;

2.Undang-undangR.I.Nomor5Tahuntg74tentangPokok_
pokok peneiintahan Di Daerah (Lembaran Neqara R'I'
Tahun1974t{o*o.3STambahanLemberanNegaraNomor
3037 ) ;

3. Undang-undang R.I' Nomor 11 Tahun 1974 tentang
pengairan. ii;rruaran Negara R. I . Tahun 1.9'7 4 Nomor 65 ,

ram6ahan Lembaran l(eqrara l{omor 30a6 ) ;

4.Undanq-undangR.I.Nomor13Tahun1980tentan,_]Ja1an
(Lembaran- N6gara R.r. Tatrun 19BO Homor 83, Tambahan

i**b"tun l{egaia R'I.' Nomor 31'86);

5.Undang-undangR.I.NomorBTahunlg8ltentangKit,ab
undang*u"a;;; Hukum Acara pidana ( Lembaran t{e-Erara

Tahun :.ggi fro*or 76, Tambahan Lembaran Neger-a Nomor

:209 );

6. Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 1997 tentan,-: Pajak
Daerah alo'-=n"iiinusi Daerah (tembaran Negara R'I'
Tahun tgt, uonor 41, lambahan tembaran Hegar:a Homor

3685 ) ;.
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T.PeraturanPemerintahR.I.t{omorz1Tahun1,?3jtentan:r
PeLaiisanaan Uridang-itnrlang R'I' Noncr 3 T=nuii 19S1

tentangKitabUndangr-uttatt'gHukumAcaraPidana
(Ler*baranNegaran.I.TahunlgS3Nomor3o.Tambahan
Lenbaran tiegara R.1. Nomor 3253);

S.PeraturanPernerint-ahR'I'Nomoi:25Tahrin1!S5tenLan'-r
Jal-an (I.embaran i{egara R ' I ' Tahun 1935 }lonor 31 '
Tambahan Lembaran liegara R'I' Nomor 3293):

9 . Pera-Luran Pemerintah R. I . Nontor ] .4 "I.ahtin .,1?,i tentanq
PenyerahanSebagianUrusanPetleriniahan.ijBi.danql
Pekerjaan Umum kePada Daerah;

10. peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun a991 rentaner
Retribusi Daerah (Lembaran Negara R'I' Tithun 1997

Homcir 55, Tambahan Lentberan Negara Nomor 369T\:

11'PeraturanMenteriDalamNegeriN,omorTT.lhunLgg3
terrt-anglzj'nMen<lirikanBangttnandanlz.inUndang-
undang Ganqtguan bagi Perusahaan Inclustri;

72. Keputusan Henteri Daiam Negeri Nomor 84 Tahun 1993

tentang Bentuk Peraturan Daerah clan Peral-riratt Daerah
Perr:bahan;

13. l,eputusan Henteri Dalam Negeri Notnor t71 T,al'itrn L99-i

tentanq Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentangt
Pajak Daerah rJan Rei-ribusj- Daerah;

Dalam Heg.eri Nomor 111 Tahun L991
Tata Cara Pcmungut.en Re tribus i

1.5 . Xeputusan l'{ent er i Dalam Heger i
' tentang' Tata Cara Pemer'iksaan

Daerah;

16 . Keputusan Henteri DaJ am tlegeri
tentang PenYidik Pegawai Negeri
Pcmerintah Daerah;

17. POraturan Daerah Kabupater)Daerah Tinckat II NOmor 23
Tahun  1905  tentang Penyidik  Pegawai  NegOri  Sipi]
(P PlIS) di  Lingkllngarl  Pemerintah  Kabtlpう

t e1l  Dae rctヤ 、

Tingkat II Kutai.              
‐

千⌒

14. Keputusan Menter j-

tentang Pedornan
Daerah;

PERATURAN  DAERAII
TENTANG RETRIBUSI

Nornor 175 Tahtin  1997
di  Bidang  Retribusi

NoF:Or 4  Tahun  1997
siPil di  I`ingkungan

Dengan Persetu-iuan

Dewan perwakilan Rakyat Daerait Kabupaten Daerah ringl:at iT h'utai

HEMUTUSKAN

KABUPATEN  DAERAH  T I N13KAT
IZIN MENDIRIKAI BAIGUNAN.

|

コ

Henetapl":an
KUTAI



p. Perizinan tertenLu adalali kegiaian Jertentu Peme::intah Daerah dalaiir
rangka pemberian i-zln kep,ada oranqr dan atau badan hukum dal-am
rangka Pemberian .tz j-n kepada orang dan aLau badan hukurn dinraksurl
unf.uk pemhinaan , pengaturan , pengrenda l ian dan pengawasan atas
kegiatan, penanfaat-an ruang, penElgunaan surnber daya a.l am, baranq,
prasarana., saran<t atau fasilitas tertentu guna me)-indungr i
kepentingan umum dan tnenjag'a kelestarian iilrqrkungan;

badan adalah suatrr bentuk Ilaoan Usaha yang meliputi perseroan
terbata.s , persercan konrand iter , perseroan lainnya, Badan Usaha
Hilik Negara aLau Deerah dengan nama dan dalam benttrk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firnra, konqsi, kopera.si-, Ya\rasarl atau
o::gani.sas i yang se jenis, Iembaga , lembaga pensiun, bentuk usaha
tetap serta bentuk i:radan usaha lainnya,'

Stirat Ketet-apan Retril-rusi Daerah yang selan-iutnya disingk.et SI,.RD
adalah Surat Keputusan yang menentukan be.sarnya jumlah Retribusi
yang terutang;

Hasa Retribusi aclal.rh suatu jangka waktu tertent-u yanq merupakan
batas waktri bag i. Wa j ib Retribusi untui: memanf aatkan jasa dan
perizinan tertentr.r darl Pemeri-ntatr Daerah;

Sttrat Setoran Retribusi Daeralr selanjutnya disehrit .qSRil arialah
St:rat yang dierunakan oleh Wajib Retribusi untuk rnelakukan
pembayaran atat: fierryet-oran Recribusj yang terutarig ke Kas Daeran
atau tempat- lain yang <iitet-apkan oleh Kepala Daerah;

Ｃ
．

（́

1r. Surat Tagihan Retrii:usi Daerah sel an jutnya disebut
, Surat r:ntuk melakukan tagrihan retribusi atau sanksi

berupa bunga dan aiLau denda;

i1i

STRD' adaiah
adninistr-as i

n':eng-ounaka nWaj ib Retribusi ailai,atr orang pribacii at;ru badan yang
atau menikrnati pelayanan jasa usaha yarrg bersangkutan;

Pemeriksaan adalatr serangkaian kegiaLan untuk reencari, inengumpulkan
cian mengolah riat;i atau ke Lerangan 1 ainnya da iain ranqka penErawa.3an
kepatuhan pemeni:iran kewaj iban Retr ibus i ber dasarkan Pc=rattrarr
Perundang-und.rn,3lar) Ret-r ibus i ;

Penyi,lik r.indak pirtarra (li Lidang Reti:ibusi adal-ah serangkaian
t j.ndakan yang d i I akuk.rn oleh Penyidik Pegawai iiegeri S j.pi l, untuk
mencarj. serta menglrrnplrlkan bui<tj. yalrq dengan bukti i.tu membuai-
-ielas tindak piciana di bidang Retribu;i 1,an,_: t-a::ja,:1i serta
rnenerirukan ter.sangk:a .

ilAR

PERIZINAN

Pasal 2

Sei.i.ap orang prj.barlj dan;itau badan yang akan mendj.rikan i.,angrunan
harus mendapatkan izi.n clari Kepala Daerai:;

Tata cara menga]ukan j.zin :;efiagai-rnana dimal:sud ayat (1) Pasal ini
d i tet-apkan oleir t,epa ) a Daerair .
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BAB  III

sUBYBK DAN WA」 IB RETRIBUSI

Pasa■   3

Pasal

Heneirikan Bangunan, dipungur- n:::]-!:='
atau badan Yang memerlukan jasa p'jlaYanaoDengan nama Retri'busi Izin

x.piA" setiaP oranEt Pribadi
Izin Hendlrikan Rangunan'

Obyek Retribusi adalah
kepada orang Pribadi <lan

(■ )

(2)

NAMA′  OBYEK′

setiaP Pernber ian
atau badan -

Izin Hendi-rikarr Eangunan

⌒
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PASAl.

Subyek Retribusi adalah orang pribacli dan at'au

memperoleh Izj-n Mendirikan Bangunan;

waji-b Retribusi adalah orangl prj'badi atau badall yanq

Izin Hendirikan Bangunan'

Pasal ´
０

BAB  IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasa■   7

Bangunan termasuk go Iorrgan Ret:: ibu: I

badan Farlg

mempe ro l eli

menurul-.
nre lakukan
Retribus i

WaJibRetribusiadalahorangprj-badi.danataubadariYang
peraturan perundang-',rra-rrg.; "nltribusi diwa j ibkan unt'k
pembayaran ReLri-Uuii, termasuk pemungrutan atau pernoto:lg

tertentu.

Retr■ bus■    IZ■ n  Mendir■ kan

Per■ z■ nan tertentu.



Btt  V

CARA MENGUKUR TINGご よ T PENGGUNAAN 」ASA

Pasal 3

Tingkat penqEunaan -ia.sa Retribusi Izin Menoirikan Banqurran sci-'agrlnana
aimaksud Pasal. 2 cliukul ber<lasarkan jeni:; bangrurian. i:ias.iirla-:r rlan
vof urne.

BAB VI

PIRIrlsIP PENETAPAH DAN STRUKTUR I)AN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prrn:ip penetapan Tarif Retribu=i Izin Henclirikan Iiangun.-in a,-l;:l ai.r
untuk menutupi selurtih/sebagian biaya administ-rasi.. sr.irv.li .Iar,an,=i;i,
'i-" ^'-nelitian tei<ni.";, pengtawa.san dan pengendalian wakLu pe1;rk:ari;i:,:,i-].1 I t Pt=
oenrirarngr:nan pencjawar;an dan pengendal.i;rn pengqrunailn serta ki-,nrlisr
banqunan, keterangan Rencana Kota, rencana tata letak i;, lngrln;-:n,
rencana pengernbangan jaringan ja1an, rencana pengenthangan i.ri1r;r.=i -

p€ncetakan, peta, peliataan perpetaart/ perencenaan koef i.;jeir k.:L:n,,:._liar,
banqunan (iiH! ) dan biaya f"rembi.naan.

Pasal  ■0

(■ ) BeSarnya  Tarif Retrttbusi lzin Mendirikan Bangl」 nan  Biaang  cipta
Karya ditetapka11 :

a. Bangunan Rum;rtr Tempat Tinggal/ : 2n dari harga L-,anqr-rn.'in.
Bangunan Hasyarakat.

b. Bangunan Untuk U.saha, Iladan : 33 dari hal ga Lranoirnan -

Usaha, baik iiwasta, BUMN maupun
Pemerintah.

c. Rangunan Pagar Rumah Tempat , li dari harga banqunan.
Tingga I

d. Bangunari, Pagar untuk Badan Usaha : 23 dari har:gra bangunan,
dan Usaha baik Swasta, BUHN
maupun Pemerintah-

e. Banqrunan Pagar Hewah : 3B dari harqa bangrrnan.



⌒

(2)

11)

(2)

(1)

(2)

Tarif Izin Hendirikan Bangunan Bidang Kebina Hargaan dan

Kepengairan ditetaPkan :

a . Bangunan j alan , ialan j ernbatan ' j enbatan dan de::maqta

masyarakat 2 $ (dua persen) dari harga bangunan;

b.Eangunanjalan,jalanjembatatr'jembatanoandermagraoleh
badanusahabaikSwasta,B[Il.o{maupllnPemerin.uah3*dariharqra
bangunan,

:31:せ:]n Bじ長長
el:::[inPex:[呈

ntilb:n:ultttι :hpel::i;  甘i]ta h:]:な

bangunanメ

3:::替 lanPel:吾:l::in 」1111′ (::‖ムsI:;k:Tとh X:::n di::l:unsw::l:l
BUMN maupun Pelller■ ntah 3  ヽdar■  haI｀

ga bangunan,

C,

= .

d.

Pasal ■1

'l'arif Izin Hengubair/Perbaikan Rangunan

a. Bangunan Rumah Tempat Tinqqal : 1*

b. Bangt.rnan Bad.rn Usaha baik : 2*
Swasta, RUHN mauPun
Pemerintah -

clitetaPkan :

clari harga Pengubahan/
perbail<an banqunan '

dari jumlah harga
pe rr qubahan / Pe rba j- kan
bangunan.

dasar mengubah/perbaj-kan barrgr:nart

L2

ditetaPkan i

: 1* dari jumlah biaYa
Pembongkaral] '

: 2Z rlari jumlah biaYa
Pembonqkaran '

biaya Pembongkaran menurut

Kepala Daerah rienet'aPkan harga
inenurut i<lasif ikas;i '

Pasal

Tarif Izin Pembongkaran Bangunan

a. Bangunan Rumah Ternpat Tinggal

b- Bangtunan Badan Usaha baik
Srrasta, BUHN maupun
Pernerintah :

Kepa■ a  Daerah menetapkan harga dasar
klasifikasl_



TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal

(1) pemi:ayaran Retribusi Daerah dilakukan ke Kas Daerah atati iiitempal
lain yang ditunjuk sesuai wairtu yang diteniukan dengari
mengqtunakan SKRD, SKRD secara jabatan'dan SKRD tambahart;

t2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain Yang ditun;r-tk, maka

hasil penerimaan Retribusi Daerah harus clisetor ke Kas Dzreran
selambat-larnbatnya 1 x 24 jam atau dalam wak--u yanq, c1 .i.ietapl:art
oleh Kepala Daerah;

(3 ) Apabila pembal'aran Retl:ibusi dilakukan setel.ah lewat vzaki-u Yang
ditentukan sebaqraimana dimaksud ayat ( 10 ) Pasal i'ni - maka
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 7. 7 (dua
persen) per bulan maksimal 24 (dua puluh enpat) bu).an dengtan
menerbitkan STRD;

Pasa■   19

(1) perabayaran Retribusi harus dilakukan tunai/lunas;

(2 ) (epa1a Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memi:er ir:.rn i:in
kepada wajib Retribusi untuk mengtangsur Retri-br.rsi yanql terutanqt
dalam jaigka waktu tertentu dengan alasan Yang dapat
dipertanggung j awabkan ;

i 3 ) Tata cara pernbayaran Retrlbusi sebagaimana d j-nraksud ai'at t'2':

Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah'

Pasal 20

BAB  IX

■8

/~

⌒

(1) pembayaran Retribusi sebaqaimana rlimaksud dalam Pasal 1'l ayat (1)
Perat.uran Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;

(2)set.iapPembayararrdicatatdalambukupenerimaan;

( 3 ) Bentu}<, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti penrb:-ry'lr ;rr) clatr

buku penerimaan retribusi sebagaimana dirnaksud a1-at (1) dan (2')

. Pasal ini ditetapkan oletr Kepala Daerah '

BAB

TATA CARA PENAGT}NI{ RETRIRUST

Pasal 27

(1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yall,:j se jeni-s

sebagrai awal tincakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan
segera setelah 7 (tu--iuir) hari sejak saat jatuh tempo petnbaYaran;



BAB XII

TATA CARA PBMBETULAN′  PBNGURANGAN KETETハ PAN′
PEIIGHAPUSAN ATAU PEIGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal

H.ijib Retr-ibur;i dapat mengajukarr permohonan penbatalari Si(iiD dc-rlr
S'lll?D yang dal ain ^oenerbj-tannya terdapat kesalahan tulis, l-:"salahai,
hi tungr dan atau kekeliruan dalam penerapan Perat uran Per r-rndanLi-
llnil,.lnqan Re t-r j.itr:si Daer:ah;

wa j ib Retribusi dapat menga jukan permohonan, pengurar)lJan atri'.t
penghapusan sanksi administrasj- berupa bunga dan kenaj.kan
Rs:tribusi- yanq terutangr dalam ha1 sanksi Lersebut iil:enakan
karena kehil.afiin Wajib RetriLrusi atau bukan karena ke.sal.;rhannya;

24

(1)

(2)

(3)

(4)

wa j ib Retribusi- dapat mengajukan permohonan pen_ouranr,ran
pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar;

-+ -..-dLclLl

Permohonan pembetulan sebagraimana dimaksud ayat (1) Pa:a1 ini,
pen!.,uranElar) ket.etapan, penghapusan atau pengura.ne.rn sanksj
.,r,inrinistr:rsi sebagaimana dimaksud'. ayat (.2) Pas,l 1 ini (l .rn
pembata)-an sebagaimana dimaksud ayat ( 3 ) Pas;rl- rri:. irarrr.;
di-.;anrpaik;rn .s()cara tertr.rlis oleh llajib Retrii:usi kep.rila Kep;r).;i
Daerah atau Pe jabat yang di.tun juk paling .l-arna 30 ( t-i qra puJ ulr )
hari se jak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan ilember j kari
al-asan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohon.annya;

(5) Reputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat i.? ) Pasa i
i.ni-, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yarlq diturrjr-r)i
pali-ng larna 3 (tiSa) bulan sejak Surat permohonan diter-rnra;

(o ) Apabila sudah le,*at 3 ( tisa) bulan sebaga j-mana dimaksud ayat (1 ) ,

{2) dan ayat ( 5 ) Pasal ini Kepala Daerah atau Pe j abat yarii.l
ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pernbetulan,
pengurangan ketetapan, pengahapusan atau penErur:ang.rr) sanksi
administrasi dan pembatalan dianggap dikabu.lkan.

(1)

(2)

BAB XIlI

TATA CARA PEI{YELBSAIAN KEBERATAN

Pasal 25

Wa j ib Retribusl dapat menga jukan permotronan keberatan atas SKIiD
dan STRD;

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal j ni
harus di-sarnpa:Lkan secara tertul-is kepada Kepala Dacrah at au
Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lam= " (cnan)
bulan sejak tanggral SKRD dan STRD;

Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;(3)



だヽ 、

(4)

(1)

12)

pcrnrohonan keberatan sebagiai.mana_-dirnaksud ayat (1 )

Ira'salrrriharusdj-put,uskanolehKepalaDaeraitatau
diit:njuk Aaf.am* i""qX" waktu pdtingr.Iama 5 (enam)

l;rng-oaI Surat Permohonan Iteberatan dj-terima;

!.1 :1: L : / J u

Pat.la,tt
l-., I -r,
L-r il ,. ..r I I
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(3)

(1)

(2)

(1)

BAB  XIV

TAItLElliAIEEIIIIIttlttN RI:曇ΥElllAN

Pasal 26

viajib Retribusi harus mangajukan permohonart Se.jara t-ertuii:':
kepada Kepala Daerah u.rtui< plrhitungan pengembaliarr i;':'i ebih:-ril

pembayaran Retribusi' ;

Atas dasar permohonan seba-oaimana <limaksud ayat (i ) i r:;a1 ln j

;rtas kelebihan pembayaran n"lrio"si dagrai dipe;:hitltn';I:an i-erl-ebiit
,lahulu dengan ulng netribusi yang telah dibayark'art;

r\i.asperrnohonansebagaimanadimaksrrdayatt2)p.rsa,.i:iiy-n.j
berirak atas kelebiha.r p.*luvuirn tersebut ,rapat ri il''' r.h i-tlin''-'k:rt

riengtan pembayaran Retribusi selanjutnya;
j

' 
Pa'sal 27

:

Da].am tral ke}ebi,harr pembayaran Retribusi yarrg te-r.;isa ;]]]a]-:ui:.tn

perhitungan i.trusu j-nrina ai-n,at<sua Pa.sa1 2-6 Peraturzrll fi:-'i :rh r Ii I '
cliterbitka. SKRDLB yang 

^;;ii;; lambat' 2 (du;') irtrlrin :-e-i'il':

diterimanya per-niohonart p"..q"n.r,"iiarr i:erebiharr i;':;itbayar.tii

Iir:tri.btrsi;

Kel ebiilan F'embaYaran Retri busi sebagaimaita 'iiiiiaksrtrl ;t s;lt ( l )

pasal ini c1j-kembalikan t<epiaa wajib Retrii-rtrsi pating -l'.ir:i-i 2 (dua;

bulan sejak diLerbitkannya kelebihan ReL::ibu'si;

{3) 1:1::〔 nb311i1 2k:吉
:::h31lale::]Ilr:lt[::It駐 」li a[llこ

lkI[11:rllitil]l

pembayaraFl kOlebihaII Retrib■ is i.

Pasal 2B

Pengembalian  sebagaiFnana dimaksud Pasa1 26 Peratlirarl Dflerah  i ni
dilakukan  dengan rRenerbitkan Surat perintah  Melnb[lyar  Iく

e lebiha11

ltotribusi (SP卜 (KR)′

Atas  perhitungan Sebacaimana dimakSud PaSa1 27 Peratlilnn  Daerah
irli diterbitkarl bllkti perrtindahan bukuarl yanrJ berlaku itif」

[l Sebag31

pelnbayaran.

(2)



BAB  XV

INSTAriSI PEMUNGUT

Pasa■   29

1nstansi perntingut ditetapkan oleh Kepala Daelinil

BAB  IVI

I)EMBINAAN/PENGttWASAN

P.:sa-1 i 0

ilemtri n;r;rnlp.nqar/a.qan uiltuk peiaksanazrn peraturan Daeraholr-.h K:pa1a Daerah at-au pejai_.at yang ditunjuk-

(1)

(2)

T]AB XVI I

KETIIi{TL'AI{ PTDANA

pasal 31

13a.laitg -si.:6r;t melanqg;tr ketentuan dalam
il ,i;iiicaii prcian; l:urui"o. selama-lamanya 6rli:nrl;r sebanyal.-i., anyaknya 4 { empat ) kaf i Re

'il iirrl .rll Pid.t.a s.tbaqaimaria diniaksucl ayat
L) a,l I ,,1 il L-l ,: <1 t- ., r ', .

PeratLlran
fenam ) L;ulan
Lribr-rsi y.:nq

( 1 ) Pasal

i rii dr.rakukari

il;lei.air int
c-:i Il a t;r lt

'l er t;1-ar:o;

i ni ati.-r.t.ait

(1)

BAB  ,(VIII

P F rT Y IDIKAN

PaSa1  32

1:|:l:1昔
al::::|:Ili::|:::i::::!i:|:ii::|:li::1

ら、cara Pi(t a rlaメ

I)omorilltah  I〕 aerall
url t tlk   me18kt」 kan
Daerah  sebaca」 m a nt3
98,  terltピ〕■.〕  flti kじ「R

l';:-) l'lo;'ilrl .rrlq Pettlitlil"l sebagainrana cli.maksud parla ayitt. (i) L,a.;;r.i rnr;;,1; l;rii :

;r - fierreri.ira, rnilnclilri, rilenQlrinrr)ulkari clan rnenelit-
lrrp-.or an l,erkena.jn cienqrarr i- j nciak pidana rl jD,rerab i-lan .t:J;r ket-.:iangJrj dtrtu l-apr:rar-t
ii:n1:llap iia;t _i r,,J as ;

i k.:t-cr. ;tncan .ltalil
ll i,'i a rr,.; Ii,: i. r- r bu.; ;

ter.E':l;iii. nen;arli
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b. Heneliti, m€ncari dan menqumputkan keterangan riiengenal oi. anq
pribadi aLau badan tentang kebenaran perbuatan J*arrq
dilakukan sehubungan dengan tlndak Pidana Retrrbusl Daerair
tersebut;

c. Heminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badarr
sehubungan denqran tindak pidana di bidang Retribu.; j- Daer.ih:

d - Hemeriksa buku-buku, catatan-catatan, darr ook^umen-clokrrne n
lain sei-ta melakukan penyitaan terhadap ba harr bul"lt- r
tersebut ;

Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan buktl
pemi:ukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen tain. serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti te::sebut;

f . Memj-rrta bantuan tenagra ahli dalam rangrka pelaksanaan tugras
penyidj-kan tindak pidana di bidang Retribusi D.eerah;

S - Henyuruh berhenti, melarang seseorangr meningrgralkan ruanqf an
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
rnemeriksa identitas oranq atau dokumen yang djbawa
sebagainrana dinraksud pada huruf e;

h - Hemotret, seseorang atau yang berkaitan dengran tindak pidana
Retribusi Daerah;

j-. l{enianqrqi.i" orang atau didenqrar keterangannya .lan
sebagai te, r.sanqrka atau saksi;

LlLp--il lA:,.1

) . Hetrgtrenti k..tn penyidikan;

k- Helakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancar an
penyidi-karr tindak pi-dana di bidangr Retribusi Daerah nreririrrri-
hukunr yang dap.rt clipertanggung jawabkari;

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pasar rnr
rnemberitahukan dimulainya penyidi.kan dan menyampaikan 5a:s ilpenyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yangr
diatur dalam Undanqr-undang Nomor B Tahun 1981 tenianq Htikum Aca:.a
Pidana.

BAB  XIX

KETEHTUAN PENUTUP

Pasal 33

DenEran berlakunya Peraturan Daerah ini maka Per aturan Daer ai'r
Rabupaten Daer:ah Tinqkat 1I Kutal Homor B Tahun 1995 tentancl Tztit
Hendirikan Banqyunan dinyatakan tidak berlaku;

Hal-hal belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanj;:nr;
lnengrenai pelaksanaannya akan diatur lebj-h lanjut denEran Keput-usair
Bupati Kepal-a Daerah.

(3)

(1)

(2)
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Peraturan Daerah j ni- mulai berlaku pada tanggal diu-ndangkan.

AErar supaya setiap orangt dapat mengetahuinya, memeri-ntahkan
pengundanglall Peraturan Daerah j-ni dengan penempatannya clalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat If Kutai-

Ditetapkan di Tenggarong.

pada tanggal- 31 AEustus 1994

BUPATI KEPALA DABRAII TINGKAT
II KUTAI′

ソ

″
― 一

⊇RSt H.A.M.suLAIMAN=

亀

RAKYAT
TINGKAT II

Diundangkan dalam Lembaran
Kabupaten Daerf TIpgkat II

Ttta■  17 D,Nomor :

Berdas arka Pasal 9 ay ヽ

イ

■KeDutusan 'enteri Dalam

4,?,</ /4-(

DEWAN
⌒

DABRAH
KUTAI
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FETiJELASA}i

aHr n,\ t.f\D

PERATURAN DAEIIA}I KABUPATE}i DAER-AJI TINGF-AT II KUT.\I

tiOHOR 13 T.AJ{UN 1998

TE}TTAtiG

RETRIBU:.;I IZIH HENDIRIKAT{ BANGUNAN

PENJELASzu{ UMUH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 7974 Jo. Peratu::an
FemerintaLr Nomor 45 Tahun L992 tentanq Penyelengrgaraan Cionorni
Daerah denqran Tltik Berat pada Daerah Tingkat II, kemudian
perat.uran Pemerintah Nomor B Tahun 1998 tentanqi penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 2i, (dua puluh enan) Daerair
Tingkat 1T, maka dalam tlpaya membiayai penyelenggrara;rn keqiiatarl
Pemerintahan dan PembangunAn/ perlu memanfaatkan potensi--potensr
yang ada secara maksi.mal.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor l-3
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan
pemerintah Nomor: 20 Tahun 1997 tentangt Reiribusi- Daerah, naka
Peraturan Daerah Kabupaten Daer:ah Tingkat -l-I Kutai Nomor I Tahttn
1996, perlu disesuaj.kan terhadap Peratrrrart Pemerintah ter;i:buL
diatas.

Tujuan dan maksud rlisesuaikanrrya kembalj Peraturan Daerair
adal.eh u4tuk mengantar, menjamin kesel-amatan bangrunan, keselamatan
ntasyarakat, keselam:ttan lingkungan, penataatr kota, pendayagrunaan,
ke indahan wi layah yang d ikai tkan pula untuk mempermuclair
pelak.sanaan pemberian Izi-n HenCirikan Rangunan, baj.x teriib pe).ark-
sanaan mauplln tertib penqavrasannya -

11zin Menoi.::ikap Balgunan merupakan jenis Retrjbusi Per:jzj.nan
tertentu sebagiaimana yang tersrr::at di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf
b, Perattrran Pemerint;rh Nomor 20 Tahun 1-99'l '

Dalam usaha meninglcaLkan Pendapatan flaerah untt.tk menunjanqr
kegj.atan Peraerj.ltair rlan Pemitangunan guna memrjtrdkarl Otottomi yanqr

tyita dan bertangrgttng jawab, P€r1u menetapkan kenibali- Retribusi
f zin Hendirikan RanErunan (RIMB ) dalam Wj layah Kailtpaten Daerarlt
'Iingrkat II Kut-ai yanqf diat-trr rlalan suatu Peraturan Daerah-

II. PEN」ELASAN PASAl. DEMI PASAIォ .

Pasal ■ huruf a  s/d  huruf j : Cukup -re1as



l' (.

'; '

↑
´

Pasal t huruf k

Pasa■  ■ huruf ■ s/d x

Pasa1 2 ayat (■ )

Pasa1 2 ayat (2)

Pasa■  3 s/d Pasa■  7

Pasa■ 8

Termasuk dalan pengertian
Bangunan adalah :

Jalan lingkungan yang
terletak dalam suatu komplek
bangunan seperti hotel,
pabrik, dan emplasemennya t
dan lain-laia yang merupakan
satu kesatuan dengan
komplek Bangunan tersebut.

- Ja1an To1.
Kolam renang.

- Pagar Hewab.
- Tempat Olah Raga.

Gelanggang Eapal, dermaga/
jembatan

- Taman Hewab.
- Tempat penampungan/kilang

minyak, air dan gas, pipa,
rninyak.

- Pasilitas lain yang
memberikan manfaat.

Cukup Jelas.

Setiap Heodirikan Bangunan
harus mendapatkan Izin dari
Kepala Daerah, maksudnya
sebelum melaksanakan kegia- j

tan pembangunan, oranEt
pribadi at,au Badan terlebih
dahulu menyelesaikan Izin
t{endirikan Bangrunan dari
Inetansi yang ditunjuk untuk
menerbitkan Periziaan

proses peri-zinannya dan
bangunaa telah didirikan,
maka Bagian' Ketertiban
Setwilda Tk. II Kutai bersa*
ma-sana Instansi terkait
melakukan pembongkaran atas

tersebut.

Cukup Je1as.

Cukup Je1as.

a- Termasuk dalam klasifikasi
Bangrunan adalah :

- Bangrunan Umum dan Bangru
nan Pemerintah Daerah.

- Bangmnan Perniagaan.
- Bangunan Pendidikan.
- Bangunan fudustri.
- Bangunan Kelembagaan.
- Bangunan Rumah Tinggal.



・Ｄ Bangiunalt p:l nJ-aga:n
bangrunan a-Lau baci=r
nan yang mendapat i;
ber*-aj ib i-eroaf tai-
atau untu;: rr:zed. i'riarunE kcrr: . rurnai-:
L-_L)oLr paSaf , fUF:il-J
Ian, t,r:ngkei
motor/mobi). bengk:
depot-depoi. hensin.

li■ 1二 h
ri a nt3 u―
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再oDaca■
il「 masu尺
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Bangrunan penoidrkan ;tllalah
Bangrunan yanq ciigrrnakanunLuk kegiat an-l<ecriatanpendidikan
sekolah-sel;ot:;:" ;:i::;:gedung )-emi,aga pr_,:idjriii:an.
be ngke 1 .j. ar i-ha n ,/ p i:.: kt e )l]ai;oratori rrn rian .s:i,iaqai _
nya.

E.rngunan ir:rlustr i eo: iah
bangUnan ai.a.r |,2n.i -- r--.i- u(.q1u:r (:aL 1-pa,Ja banqunan cii n._r na ba_rang-bai-an: atau l,ahan_
bahan dit.uat - clir;e; +.;aikandisinrpan clan ci.juai 

"nfiXu"tetapi hukan bangua;in toko
-!---crL.lu grUOang yang hafUS
mend apa t
inrlust.r i

s e i,'a gta i

yang   bukan m-: rupakan
rumah ti.nggal bies: dan
ifu,_, rrimah ganciengr yang
diqlunakan bagi p.rn!lf,unian
lei:ih dari sarlt runiairtangqra (f iat ) - rlrmasuk
geoung pei-ti:muarr irnrrkun_
gan [re]:r..tF.lahan. rumahpenginapan,ruinan tumpan_gan darr hr:te1.

■Zln

Bangunan kelernbaEraarl arlalahbanqunan kelembagaan yangdigunakan bagi ma.irO_
maksud urusan aclinlni.sirasiperdagangan tetapi brrkantoko, gedung atau p,,:brik,
termasuk kant o:: : rurnaitsakit,gedung iemb..rga pema_
syarakatan, gredrrni-: Bank .Studio petnancar r1-i:.r,,reclung
pasar bur.str.

Bangrunan rurnah L inooa ibiasa adalah i,,,nguianyang cligunakan baqipenghuni rumah t j.nooi ltermasuk rumah qu.,i6nq
t.etapi bukan Flat
Bangunan rumah cinocal
luar biasa ada l.iit ruman



Bangrunan ru-mah tinggal
bergab rng adalah bangunan
gabuagan toko dan peruma-
han, pabrik dan perumahan

t

}

Pasa■  9

Pasa■ ■O aYat (■ )huruf a s/d e

Pasa1 lo ayat (■ )huruf a s/d d

penghunian dari yang
mengbuni toko, kantor
grudang dan pabrik.

Cukup Jelas

- Dari harga bangunan maksud_nya adalah bangunan yangtelah ada kontrak teija7karya atau yaag telah ada
!arga bangunannya sebagaidasar penetapan RetribusiIzia Hendir j-kan Bangunan(RrHB).

- Dari harga bangunan maksud-
nya adalah bangunan yang
telah ada kontrak ]xerja/karya atau yang telah .adajuml-ah harga bangunannyasebagai dasar penetapan
Retri-busi f zin Hendirikan
Bangrunan (RI}fB ) .

Yang dimaksud Dawasja adalahDaerah pengawasan Jalantermasuk didalamnya Damija
dan Darnaja.

Yang    dicunakan bagi

bangunan sesuai denEran
Peraturan yang berlaku.
Cukup 

_Jelas.
Cukup Je1as.

Cukup Jelas.

⌒

ヽ

　

ヽ

Pasal

Pasal

s/d Pasal

ayat (1)

22

huruf

■1

23

Cukup Jelas.

Yang di-maksud Bouwvalling
adalah letak atau meletakkan

Pasal

Pas a1

Pasal

23 ayat (■ )huruf e s/d i

ayat (2)

S/d Pasa1 34

23

24

母

　

ヽ


